
Menimbang

Mengingat

BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURANBUPATI KONAWE
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATAKERJA

DINAS PERIKANAN
KABUPATENKONAWE

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI KONAWE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 1
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi
Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 103);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016
Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Tahun 2021 Nomor 257);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernberrtu ka n Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 120Tabun 2018 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kot' .
Indonesia Tabun 2016 Nomor ~ARAF KOORDINASI
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNANORGANISASI,TUGASDAN FUNGSI SERTATATA
KERJADINASPERIKANANKABUPATENKONAWE

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten Konawe.

3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe.
4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Inspektorat Daerah,
Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

7. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten
Konawe.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Konawe.

9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perikanan
Kabupaten Konawe.

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

11. Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas
utarna pada setiap uru sari pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang harus dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk beban kerja Besar;

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah
yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

13. Jabatan Furigsional adalah kedudukan yang merrunjukkari
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam s~r _. .
pelaksanaan tugasnya didasar-e!t.iRA~~RDlf3:~
keterampilan tertentu serta ben 1a man In; r
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14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan
fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompoksesuai keahliannya;

15. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
BENTUK,NOMENKLATURDAN
TIPEPERANGKATDAERAH

Bagian Kesatu
BENTUKPERANGKATDAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
NOMENKLATURPERANGKATDAERAH

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasa12 adalah Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.

Bagian Ketiga
TIPEPERANGKATDAERAH

Pasal 4

(1) Dinas Perikanan merupakan Perangkat Daerah tipe A;
(2) Penentuan tipe Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan
dan Perikanan;

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
ayat (2),
peraturan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
dilaksanakan berdasarkan ketentuan
perundang- undangan.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Daerah adalah
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI

Pasal 6

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur Pelaksana urusan
Pemerintahan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan
Daerah;

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibidang Perikanan untuk urusan
Perikanan yang menjadi kewenagan Daerah.

(4) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang Perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perikanan;
c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas bidang Perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan; dan,
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNANORGANISASI

Pasal 7
(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
1. Seksi Kenelayanan;
2. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
3. Seksi Usaha Penangkapan Ikan.

d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
1. Seksi Perbenihan dan Produksi Budidaya;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan,

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Usaha dan pemasaran Hasil

Perikanan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil

Perikanan;
3. Seksi Pembinaan

Perikanan.



f. Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kelembagaan
dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan

Kelembagaan;
2. Seksi Pencatatan Usaha dan Ilmu Pengetahuan

Teknologi Perikanan (IPTEK);
3. Seksi Pengawasan Sumber DayaPerikanan.

g. UPTD
h. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan adalah
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
TUGASDANFUNGSIJABATANLINGKUP
DINASPERlKANANKABUPATENKONAWE

Bagian Kesatu
KEPALADINAS

Pasal8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan KepadaDaerah.

Pasal9

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8, KepalaDinas menjalankan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang Perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang

Perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

bidang Perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang

Perikanan;dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Rincian tugas kepala dinas adalah sebagai berikut :
a. Menyusun perencanaan di bidang perikanan;
b. Memvalidasibahan kebijakan pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang perikanan;
c. Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin

pelaksanaan program dan kegiatan di hidang perikanan;
d. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang perikanan; ~ -::--=:=:::-::-:-~;"'1
e. Melaksanakan evaluasi Carp~Cf(O RBlh'W\SI

perikanan; --;;;J:'
t ~ I'J.r



f. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian
dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perikanan
Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan, dan Pengembangan Sumber
Daya, Kelembagaan dan Pengawasan Sumberdaya
Perikanan serta pembinaan terhadap Unit Pelaksana
Teknis Dinas;

g. Melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas;
h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

atasan;
1. Menyampaikansaran dan pertimbangan kepada atasan;

dan
J. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

BagianKedua
SEKRETARIAT

Pasal10

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan,
pengelolaan keuangan serta urusan umum dan
kepegawaian.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggungjawabkepada KepalaDinas.

(3) Sekretaris dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakanfungsi :
a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan

pelaporan;
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi

perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi
kepegawaian;-

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan
perpustakaan; -

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rinciantugas sekretaris adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan dan memverifikasibahan kebijakan teknis

di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum
dan kepegawaian;

b. Mengoordinasikan, mempromosikan dan merrumpm
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan
kepegawaian;
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c. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum
dan kepegawaian; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasall1

(1) Sekretariat, terdiri atas:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­
masing dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas urusan
umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2) Subbagian Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam
melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan

pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan

administrasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan

urusan umum dan pengelolaan administrasi
kepegawaian; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah
sebagai beriku t :
a. Menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan

masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan
pendokumentasian kegiatan Dinas;

c. Melaksanakanpengelolaankearsipan dan perpustakaan
dinas;

d. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban,
keamanan dan kebersihan di lingkungankerja;

e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor
dan aset lainnya;

f. Melaksanakan penyiapan reneana kebutuhan
pengadaan sarana dan prasarana di lingkungandinas;

g. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan,
~endis~busian dan m F ~ I~ASI
inventaris;

(~ !f..1'



h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.
i. Melaksanakan pengumpulan, pengelola~n,

penYlmpanan dan pemeliharaan data dan kartu
kepegawaian di lingkungan dinas;

J. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai
yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;

k. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat,
daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan,
sumpahjjanji pegawai, gaji berkala dan peningkatan
kesejahteraan pegawai;

1. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pen didikanj pelatihan kepemimpinan teknis dan
fungsional;

m. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan
mengikuti ujian dinas;

n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan
kepegawaian dan disiplin pegawai;

o. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi
pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanan
kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi,
keuangan;

(2) Subbagian Keuangan
sebagaimana dimaksud

dalam melaksanakan tugas
pada ayat (1), menyelenggarakan

fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan dinas;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam

pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan;
b. Merencanakan, menyusun,

merancang,mengembangkan, membuat konsep dan
mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang
pengelolaan keuangan;

c. Menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan
keuangan;

d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan
pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan
belanja tidak langsung;

e. melaksanakan kegiatan p n~~t~f ~ajK6OR~~~SI
Aparatur Sipil Negara;



f. Pelaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
g. Melaksanakan penyusunan akuntasi dan pelaporan

keuangan;
h. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan

tanggapan pemeriksaan;
1. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi

keuangan;
j. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan

semesteran;
k. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir

tahun;
1. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

Pasal14

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan
perencanaan dan pelaporan dinas;

(2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;
b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan

rencana kerja dan anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggaran;

c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan
perencanaan dan pelaporan; dan

d. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan

Pelaporan;
b. Merencanakan, menyusun, merancang,

mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang
draf bahan kebijakan di bidang perencanaan dan
pelaporan;

c. Menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan
dan pelaporan;

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
e. Mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan

pengolahan data dalam penyusunan program dan
kegiatan dinas;

f. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan
anggaran dari masing-masing unit kerja;

g. Penyusunan dokumen pel~f7A~f7A=""':~~n~F~::::-'a~~~~ff\;:---=8:-:11
masing unit kerja;
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h. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
1. Menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian

KinerjaDinas;
j. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dinas;
k. Penyusunan laporan penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi dinas;
1. Pelaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Pelaporan;dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

BagianKetiga
BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Pasal 15

(1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;

(2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala dinas melalui sekretaris.

(3) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan nelayan, Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap, dan usaha penangkapan ikan;

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang perikanan tangkap;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.;dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Rincian tugas bidang perikanan tangkap adalah sebagai
berikut:
a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi
serta pelaporan di bidang perikanan tangkap;

b. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang
perikanan tangkap;

c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang perikanarn........tan~.... ..,.._ _
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d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal16

(1) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :
a. Seksi Kenelayanan;
b. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; dan
c. Seksi Usaha Penangkapan Ikan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-rnasing
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan
tangkap.

Pasal17

(1) Seksi Kenelayanan mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis pemberdayaan nelayan;

(2) Seksi Kenelayanan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

pemberdayaan nelayan;
b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis

pemberdayaan nelayan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian tugas seksi kenelayanan adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis kenelayanan;
b. Menyusun rencana kerja seksi kenelayanan;
c. Menyusun, merancang, mengembangkan, membuat

konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan
kebijakan teknis kenelayanan;

d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data-data
nelayan kecil, data sumberdaya ikan dan data produksi
penangkapan;

e. Melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan registrasi
Kelompok Usaha Bersama (KUB)nelayan kecil dan
KoperasiNelayan;

f. dan

g.
h.



1. Melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan
pembiayaan,dan kemitraan usaha;

J. Melaksanakan penerapan dan pengembanganteknologi
penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;

k. Melaksanakankoordinasipenyuluh di bidangperikanan
tangkap;

1. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan seksi;

m.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n. Membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas Seksi capaian indikator kinerja/
target kinerja;

Pasal18

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis urusan
sarana dan prasarana perikanan tangkap;

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
menyelenggarakanfungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

urusan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis

urusan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan
tangkap;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.;dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinyauntuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian tugas seksi sarana dan prasaana perikanan
tangkap adalah sebagaiberikut :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

penyiapan bahan perumusan pedoman, kriteria,
prosedur dan serta evaluasi pengembangan sarana
prasarana perikanan tangkap;

b. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana
perikanan tangkap;

c. Melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana usaha nelayan kecil;

d. Melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana pokok, fungsional dan penunjang UPTD
pelabuhan pendaratan ikanZtempatpelelanganikan;

e. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian yang
berkaitan dengan sarana dan prasarana perikanan
tarigkap; PARAF KOORDINASI
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f. Melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat
pelelangan ikan (TPI);

g. Membuat standar operasional (SOP) tempat pelelangan
ikan;

h. Melaksanakan kegiatan penerbitan tanda daftar kapal
penangkap dan pengangkut ikan berukuran sampai 5
GT;

1. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan urusan sarana dan prasarana
perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas seksi dan
capaian indikator kinerjaj target kinerja;

Pasal19

(1) Seksi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis usaha penangkapan ikan;

(2) Seksi Usaha Penangkapan Ikan dalam melaksanakan tugas
sebagaimanadimaksud ayat (1),menyelenggarakanfungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

usaha penangkapan ikan;
b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis

usaha penangkapan ikan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan usaha penangkapan ikan;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.;dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinyauntuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian tugas Seksi Usaha Penangkapan Ikan adalah
sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis pengelolaanusaha penangkapan ikan
b. Menyusun rencana kerja seksi usaha penangkapan

ikan;
c. Menyusun data informasi sumber daya ikan dan

statistik perikanan tangkap;
d. Menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis

penyediaanjpengadaan kapal penangkap ikan,
penyediaanjpengadaan alat penangkap ikan,
penggunaan alat bantu penangkapan ikan dan
standarnisasi serta rekayasa teknologi penangkapan

e.
penangkap ikan, berserta
dan alat bantu penangkap



f. Melaksanakan identifikasi dan analisa produktivitas
kapal perikanan dan alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan;

g. Melaksanakan kegiatan penyediaan stok sumber daya
ikan di perairan umum daratan (PUD) melalui
restocking/penebaran benih ikan;

h. Melaksanakan pendataan jumlah nelayan, alat
penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan serta
jenis ukuran dan mesin perahu z'kapalyang digunakan;

i. Melaksanakan pendataan dan perhitungan kebutuhan
bahan bakar minyak (BSM) untuk nelayan kecil;

J. Melaksanakan pendataan jumlah produksi perikanan
tangkap baik di perairan laut maupun perairan umum
daratan (PUD);

k. Melakukan fasilitasi analisis Kajian ilmiah ketersediaan
sumberdaya daya ikan diperairan laut dan perairan
umum daratan (PUD);

1. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan usaha penangkapan ikan sesuai
ketentuan yang berlaku;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas seksi dan
capaian indikator kinerja/target kinerja;

Bagian Keempat
BIDANGPERlKANANBUDIDAYA

Pasa120

(1) Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas membantu
kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;

(2) Bidang perikanan budidaya dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala dinas melalui Sekretaris.

(3) Bidang perikanan budidaya dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan

pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan produksi
budidaya, urusan sarana dan prasarana perikanan
budidaya, serta kesehatan ikan dan lingkungan;

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang perikanan budidaya;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupu t ttsA~u ty,~
dan fungsinya untuk kel t r=~~fl



(4) Rincian tugas Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai
berikut:
a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi
serta pelaporan di bidang perikanan budidaya;

b. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang
perikanan budidaya;

c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang perikanan budidaya;

d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal21

(1) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :
a. Seksi Perbenihan dan Produksi Budidaya;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan
budidaya.

Pasa122

(1) Seksi perbenihan dan produksi budidaya mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis perbenihan dan produksi
budidaya

(2) Seksi perbenihan dan produksi budidaya dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

perbenihan dan produksi budidaya perikanan;
b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis

perbenihan dan produksi budidaya perikanan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan perbenihan dan produksi
budidaya perikanan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian tugas Seksi Perbenihan dan Produksi Budidaya
adalah sebagai beriku t :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis perbenihan dan prod~i blldidaYAILerikanan;
b. Menyusun rencana kerj~ ~Si' -='per15eA'- Irtf) ~q~

produksi budidaya perikan



c. Menyusun, merancang, mengembangkan, membuat
konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan
kebijakan teknis perbenihan dan produksi budidaya
perikanan;

d. Menyusun data inventarisasi, identifikasi usaha
perbenihan dan produksi budidaya perikanan;

e. Melaksanakan identifikasi dan analisa produktivitas
usaha pembudidayaan ikan;

f. Menyusun standar operasional prosedur (SOP);
g. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan

dan statistik perikanan budidaya;
h. Memfasilitasi penyediaan benih ikan yang bermutu,

calon induk ikan yang bermutu dan induk ikan yang
bermutu;

1. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan seksi perbenihan dan produksi
budidaya;

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas seksi termasuk capaian indikator
kinerjaj target kinerja;

Pasal23

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
mempunyai tugas melaksanakan KebijakanTeknis Sarana
dan Prasarana PerikananBudidaya';

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
menyelenggarakanfungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

Sarana dan Prasarana PerikananBudidaya;
b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis

Sarana dan Prasarana PerikananBudidaya;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidaya;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.;dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinyauntuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidayaadalah sebagaiberikut :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis Sarana dan Prasarana PerikananBudida a'
b. Menyusun rencana kerja Se.

PerikananBudidaya; J----------:-----~



c. Melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana pokok, fungsional dan penunjang UPTDBalai
Benih Ikan (BBI), Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan
Hachery Skala Rumah Tangga (HSRT);

d. Memfasilitasi kebutuhan sarana produksi (Saprodi)
untuk Pembudidayaan Ikan;

e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan saran a dan prasarana perikanan
budidaya;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

g. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas seksi dan
capaian indikator kineria/target kinerja;

Pasal 24

(1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan KebijakanTeknis Seksi Kesehatan Ikan dan
Lingkungan;

(2) SeksiKesehatan Ikan dan Lingkungandalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis

SeksiKesehatan Ikan dan Lingkungan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan
Lingkungan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.;dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinyauntuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian Tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
b. Menyusun rencana kerja seksi kesehatan ikan dan

Lingkungan;
c. Melaksanakan identifikasi, analisis pelaksanaan

pengelohanair dan lahan pembudidayaan ikan;
d. Melaksanakan pendataan dan analisis kesehatan ikan

dan lingkungan pembudidayaan ikan;
e. Melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap

jenis penyakit pada komoditas perikanan budidaya
sesuai ketentuan yang berlaku;

PARAF KOORDINASI
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f. Melaksanakan pernbinaan, pernantauan, dan
pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran obat­
obat, bahan kimia, residu obat ikan, kontarninasi,
produk biologis pada sistern produksi budidaya
terhadap kualitas dan pemulihan lingkungan perikanan
budidaya;

g. Melaksanakan pernantauan, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan
budidaya;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

1. Mernbuat laporan atas pelaksanaan tugas seksi dan
capaian indikator kinerjaZtargetkinerja;

Bagian Kelima
BfDANG PENGOLAHAN DAN

PEMASARANHASILPERIKANAN

Pasal25

(1) Bidang Pengolahan dan Pernasaran Hasil Perikanan
rnernpunyai tugas rnernbantu Kepala Dinas dalarn
merurnuskan dan rnelaksanakan kebijakan teknis di bidang
Pengolahan dan Pernasaran Hasil Perikanan;

(2) Bidang Pengolahan dan Pernasaran Hasil Perikanan
dipirnpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala dinas rnelalui
Sekretaris.

(3) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam
rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rnenyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan

pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang Bidang Pengolahan dan Pernasaran Hasil
Perikanan;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Rincian Tugas Bidang Pengolahan dan Pernasaran Hasil
Perikanan adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi
serta pelaporan di bidang Bidang Pengolahan dan
Pernasaran Hasil Perikanan;

b. rnemimpin pelaksanaan ;.:.k;.;;::e,Ql;:·a::.::t=an;:,:_....;:.;:;,;,:;:,=__.;=-~"::':"~~":"'"'1
Bidang Pengolahan dan Pe a ~



c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan;

d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, terdiri
atas:
a. Seksi Pengelolaan Usaha dan pemasaran Hasil

Perikanan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil

Perikanan;
c. Seksi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal27

(1) Seksi Pengelolaan Usaha dan pemasaran Hasil Perikanan
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis
pengelolaan usaha dan pemasaran hasil perikanan;;

(2) Seksi pengelolaan usaha dan pemasaran hasil perikanan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

seksi pengelolaan usaha dan pemasaran hasil
perikanan;

b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan
seksi pengelolaan usaha dan pemasaran

teknis
hasil

perikanan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha dan
pemasaran hasil perikanan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian tugas Seksi Pengelolaan Usaha dan Pemasaran
Hasil Perikanan adalah sebagai beriku t :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis pengelolaan usaha dan s
perikanan; PARAF KOORDINASI

t



b. Menyusun rencana kerja seksi pengelolaan usaha dan
pemasaran hasil perikanan;

c. Menyusun, merancang, mengembangkan, membuat
konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan
kebijakan teknis pengelolaan usaha dan pemasaran
hasil perikanan;

d. Melaksanakan kegiatan promosi produk olahan hasil
prikanan;

e. Menyusun harga pasar hasil perikanan;
f. Melaksanakan kegiatan promosi gemar makan ikan

dalam rangka mendorong peningkatan komsumsi ikan;
g. Memfasilitasi kelembangaan pelaku usaha pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan;
h. Melaksanakan proses penerbitan surat keterangan

pengiriman hasil produk;
1. Melaksanakan kegiatan analisis akses pasar dan

peningkatan kapasitas pasar usaha perikanan;
J. Mempasilitasi kegiatan pengemngangan sumberdaya

manusia diseksi pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan;

k. Melaksanakan kegiatan pemetaan informasi jaringan
distribusi, tata Keloladan imfrastruktur sistim logistis
ikan;

1. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaandan pemasaran
hasil perikanan;

m. Penyediaandata dan imformasistatistic pengelohandan
pemasaran hasil perikanan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o. Membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas seksi termasuk capaian indikator
kinerja/farget kinerja;

Pasa128

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikananmempunyai tugas melaksanakan Kebijakan
TeknisSarana dan Prasarana HasilPerikanan;

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pengolahan
Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud ayat (1),menyelenggarakanfungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Sarana

dan prasarana pengolahan dan Pemasaran hasil
perikanan;

b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis
seksi sarana dan prasarana pengolahan dan Pemasaran
hasil perikanan;

c. Pelaksanaan pemantau - ~aluasi-Gan-pcla-f)f)'~-~:J'Po­
pelaksanaan kegiatan el{sl~~d[1aKQp~ ~~S I
pengolahandan Pemasar



d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian tugas seksi sarana dan prasarana pengolahan dan
Pemasaran hasil perikanan adalah sebagai beriku t :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis sarana dan prasarana pengolahan dan
Pemasaran hasil perikanan;

b. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

c. Menyusun, merancang, mengembangkan, membuat
konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan
kebijakan teknis sarana dan prasarana pengolahan dan
Pemasaran hasil perikanan;

d. Melaksanakan identifikasi sarana dan prasarana bagi
pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan skala mikro dan kecil;

e. Melaksanakan pemberian fasilitas saran a dan prasarana
bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan skala mikro dan kecil;

f. Melaksanakan pencatatan pelaku usaha pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil;

g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pengolahan
dan Pemasaran hasil perikanan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas seksi termasuk capaian indikator
kinerjaj target kinerja;

Pasal29

(1) Seksi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis
pengedalianmutu dan keamanan hasil;

(2) Seksi Pengedalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
menyelenggarakanfungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

PembinaanMutu dan Keamananhasil Perikanan;
b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis

Seksi PembinaanMutu dan Keamananhasil Perikanan;
c. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pembinaan Mutu dan
Keamananhasil Perikanani,....- -,
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan mau pun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian tugas Seksi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan adalah sebagai beriku t :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan;
b. Menyusun rencana kerja seksi Pembinaan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan;
c. Menyusun merancang, mengembangkan, membuat

konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan
kebijakan teknis pembinaan mutu dan keamanan hasil
perikanan;

d. Melaksanakan pengawasan produk olahan hasil
perikanan;

e. Melaksanakan pembinaan pengunaan alat maupun
bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

f. Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu, diversifikasi
dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan
dan pemasaran skala mikro dan kecil;

g. Melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan
atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran
skala mikro dan kecil;

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan
hasil perikanan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

J. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas Seksi dan
capaian indikator kinerja/ target kinerja;

Bagian Keenam
PENGEMBANGANSUMBERDAYA,KELEMBAGAAN
DANPENGAWASANSUMBERDAYAPERIKANAN

Pasal30

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kelembagaan dan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan
Sumberdaya, Kelembagaan, dan Pengawasan Sumber daya
Perikanan;

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kelembagaan dan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada KepalaDinas melal ekretarisOORD 1 ASI
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(3) Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kelembagaan dan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam melaksanakan
tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan

pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pengembangan
Sumberdaya, Kelembagaan, Informasi Teknologi
Perikanan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Pengembangan Sumberdaya, Kelembagaan,
Informasi Teknologi Perikanan dan Pengawasan
Sumberdaya Perikanan;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Rincian Tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya,
Kelembagaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
adalah sebagai beriku t :
a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi
serta pelaporan di bidang Bidang Pengembangan
Sumber Daya, Kelembagaan dan Pengawasan Sumber
Daya Perikanan;

b. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang
Pengembangan Sumber Daya, Kelembagaan dan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan;

c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan
kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya,
Kelembagaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;

d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Sumber
Daya, Kelembagaan dan Pengawasan Sumber Daya
Perikanan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kelembagaan dan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan, terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan;
b. Seksi Pencatatan Usaha dan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Perikanan (IPTEK);

Pengembangan
Pengawasan Sumber Daya Peri

I

(2)



Pasal32

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan
mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Teknis
Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan;

(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan;
b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis

Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan
Kelembagaan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian Tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya dan
Kelembagaan adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan;
b. Menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan

Sumberdaya dan Kelembagaan;
c. Menyusun, merancang, mengembangkan, membuat

konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan
kebijakan teknis pengembangan Sumberdaya dan
Kelembagaan;

d. Melaksanakan kebijakan pembinaan, penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan usaha perikanan.

e. Melaksanakan fasilitasi Pembentukan dan
Pengembangan Kelembagaan usaha Perikanan;

f. Melaksanakan pendampingan, pembinaan dan
penyuluhan kelembagaanusaha perikanan;

g. Me1aksanakan pemantauan,evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan Seksi PengembanganSumberdaya
dan Kelembagaan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas seksi termasuk capaian indikator
kirierja z target kinerja;

PARAF KOORDINASI
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Pasal33

(1) Seksi Pencatatan Usaha dan IPTEK Perikanan mempunyai
tugas melaksanakan Kebijakan Teknis Seksi Pencatatan
Usaha dan IPTEKPerikanan;

(2) Seksi Pencatatan Usaha dan IPTEK Perikanan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
menyelenggarakanfungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis

Pencatatan Usaha dan IPTEKPerikanan;
b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis

Seksi Pencatatan Usaha dan IPTEKPerikanan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan Seksi Pencatatan Usaha dan
IPTEKPerikanan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.;dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsinyauntuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Rencian Tugas Seksi Pencatatan Usaha dan IPTEK
Perikanan adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis Seksi Pencatatan Usaha dan IPTEKPerikanan;
b. Menyusun rencana kerja Seksi Pencatatan Usaha dan

IPTEKPerikanan;
c. Menyusun, merancang, mengembangkan, membuat

konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan
kebijakan teknis Seksi Pencatatan Usaha dan IPTEK
Perikanan;

d. Memberikan informasi dan dukungan dalam
perekayasaan teknologidalam usaha Perikanan;

e. Melaksanakan penerapan teknologi melalui kegiatan
percontohan atau Demontration Plot (Demplot) Cara
Budidaya Ikan YangBaik (CBIB)dan Cara Pembenihan
Ikan YangBaik (CPIB);

f. Melakukan pendistribusian benih ikan dalam kegiatan
Demontration Plot (demplot) untuk penerapan inovasi
teknologiusaha perikanan;

g. Me1aksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan Seksi Pencatatan Usaha dan
IPTEKPerikanan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas Seksi termasuk capaian indikator
kinerjaZtargetkinerja;

PARAF KOORDINASI
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Pasal34



m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n. Membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas seksi termasuk capaian indikator
kinerjay'target kinerja;

Bagian Ketujuh
UNITPELAKSANATEKNISDAERAH

Pasa135

(1) Untuk melaksanakan sebagaian tugas teknis operasional
darr/atau teknis penunjang di lingkungan Dinas Perikanan
dapat dibentuk UPTD;

(2) Pembentukan UPTDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsulatsikan
secara tertulis kepada Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai
wakilPemerintahPusat.

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana
teknis operasional Dinas Perikanan Kabupaten Konawe.

(4) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
KepalaDinas melalui Sekretaris.

(5) Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas
melaksanakan tugas- tugas teknis operasional berdasarkan
kewenangan Dinas Perikanan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedelapan
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal36

(1) KelompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai
Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompoksesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan
fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perikanan yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
Sekretaris di bawah koordinasi Kepala Bidang sesuai
dengan bidangnya.

(3) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior
yang ditetapkan oleh Bupati dan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

PARAF KOORDINASI
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(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

(5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATANDANESELONERING

Pasal 37

(1) KepalaDinas adalah Jabatan PimpinanTinggiPratama atau
Jabatan Struktural EselonII-B;

(2) Sekretaris Merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan
Struktural Eselon III-A;

(3) Kepala Bidang Merupakan Jabatan Administrator atau
Jabatan Struktural Eselon III-B;

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Merupakan Jabatan
Pengawasatau Jabatan Struktural EselonIV-A.

BABVII

KEPEGAWAlAN

Pasal38

(1) Pengisian Kepala Dinas Perikanan beserta seluruh jajaran
dibawahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(2) Selain Jabatan PimpinanTinggiPratama, Administratordan
Pengawas, pada Dinas Perikanan terdapat jabatan
pelaksana;

(3) Ketua KelompokJabatan Fungsional disesuaikan dengan
peraturan jabatan fungsional.

(4) Formasi dan persyaratan jabatan fungsional Dinas
Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Jumlah dan jerus jabatan pelaksana sebagaimana
dirnak su d pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan,
analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan
yangmenjadi kewenangan daerah.

PARAF KOORDINASI
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BAB VIII

TATA KERJA

Pasa139

Dinas Perikanan dalam 1 k akme a san an tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
simplikasi dan komunikasi yang baik, di dalam lingkungan
Bapenda maupun dalam hubungan antar instansi tingkat
kabupaten, provinsimaupun pusat.

Pasa140

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan
kelompokJabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi
yang baik, di dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi serta dengan instansi lain sesuai dengan
tugasnya masing-masing.

Pasal41

Setiap unsur pimpman dalam melaksanakan tugasnya
menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya
masing-masing.

Pasal42

Setiap unsur pimpinan menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)di lingkungan masing-masing untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik
melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
kinerja yang terintegrasi.

Pasal43

Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
pengarahan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal44

tugas
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Pasal45

Setiap unsur pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing
dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada
waktunya.

Pasa146

Setiap laporan yang diterima oleh unsur pimpinan dari
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal47

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsionalmempunyaihubungan kerja.

Pasal48

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dibantu
oleh kepala satuan organisasi serta unsur pelaksana di
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masingwajibmengadakan rapat berkala.

Pasa149

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal50

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris Dinas
melakukan tugas-tugas pimpinan organisasi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yangberlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan sebagai pelaksana
Kepala Dinas, dapat menunjuk pejabat lainnya yang
membidangitugas dimaksud untuk mewakiliKepalaDinas.

Pasal 51

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­
masmg pejabat dapat mendelegasikan kewenangan-
kewenangan tertentu kepada ~p~~aRA1!-€l;FibawK-aftftO~RDeI8NbtA·""",,A4·-S-I"'"
dengan ketentuan yang berlaku. n U.I{U
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BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku bagi pejabat yang
saat ini sedang menduduki jabatan, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai
Nomenklatur baru.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati im, maka Peraturan
Bupati Konawe Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perikanan Kabupaten Konawe dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 2021

2021

AWE,

.{
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BERITADAERAHKABUPATENKONAWETAHUN2021 NOMOR.....

SEKRETARISDAERAH
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